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BUPATI KARIMUN 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  

PERATURAN BUPATI KARIMUN 
NOMOR   25   TAHUN 2019 

TENTANG 
 

PETUNJUK PELAKSANAAN  

VERIFIKASI, VALIDASI DAN PERLUASAN DATA TERHADAP DATA CALON 
PENERIMA PAKET PERDANA (DCP3) LPG TABUNG GAS 3 KILOGRAM DI 

KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARIMUN, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan konversi 

minyak tanah ke LPG tabung gas 3 Kilogram (Kg) agar 
dapat lebih tepat sasaran, tepat harga, dan tepat jumlah, 
perlu disusun petunjuk pelaksanaan verifikasi, validasi 

dan perluasan data terhadap DCP3 LPG tabung 3 Kg di 
Kabupaten Karimun tahun anggaran 2018;  

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Verifikasi, Validasi, dan Perluasan Data Terhadap Data 

Calon Penerima Paket Perdana (DCP3) LPG tabung Gas 3 
Kilogram di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018.  

 
 

 Mengingat  : 1.  Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten  Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4880); 

 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4152); 

 

http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/1999uu053.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2001uu022.pdf
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4746); 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan 
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 
tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996); 
 

 

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan 
Energi Nasional; 

 

7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang 

Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied 
Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram; 

 

8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied 
Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram; 

 

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 
Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied 
Petroleum Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 333); 
 

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2011 tertentu di 
Daerah; 

 

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 

Tahun 2017, tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan 
Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan 
Gas Bumi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 301); 
 

12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
3175K/10/MEM.M/2007 tentang Penugasan PT. Pertamina 

untuk Distribusi LPG 3 Kilogram; 
 

13. Surat Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor 
20/WP/9/2006 tanggal 1 September 2006 perihal Konversi 

Peralihan Minyak Tanah ke LPG. 
 

14. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
1971/26/MEM.M/2007 Perihal Penugasan Pelaksanaan 

Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG;  

http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2007uu030.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2014uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2004pp036.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2006pr005.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2007pr104.pdf
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